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pendidikan yang telsh memenuhi Standar Pelayanan Minimal iSPM)
maka pedy dizkukan penilsian kelayakan diberikan 1zin Operasional
Sekolah yang lelah memenuhi kriteria tersebul.
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Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PFembeniukan
Peraturan Parundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomar 5234,

Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 MNomor 244,
Tambahan Lembaran MNegara Republk Indonesia Momor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar S878),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Permerintah Pusat dan Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara
Republi Indonesia Tahun 2022 Nomar 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor BTST).
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja Ulara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Momor
14, Tambahan Lembaran Negara Repubkk Indonesta Nomor 8762);

7. Peraturan Pemersintah Nomor 12 Tahun 2017 tenfang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Megara Republik indonesia Nomor 6041);

8. Persluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemeriniahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dasrah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatenota (Lambaran
Megara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daarah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Repubik indonesia Nomor 8402),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 lentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tashun 2008 Nomar 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar 4863},

11. Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tabun 2022 lentang Perubahan alas
Peraturan Pemerintah Momor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pandidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
121, Tambahan Lembaran Negara Hapl.ih_ﬂl; Indonesia Nomor 6793).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudaysan, Risel. dan Teknologi
HNomar 32 Tahun 2022 lentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pandidikan;

MEMUTUSKAN:

. Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada S0 MNEGERI &

RANTEBUA, Alamai Mongsia Lembang Ranle Bua Sanggalang
Kecamatan Rantsbua unfuk Jaminan Kelayakan Penyelenggaraan
Pendidikan,

- Apabila dalam [angka wakiu 8 bulan terhitung tanggal ditetapkannya zn

lidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan tidak berlaku lagi;

. Jangka waktu berakunya lzin Operasional Sekolah § (lma) Tahun,

terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Marel 2029 dan
dapat diperpanjang kembaki

: Katentuan pelaksanaan | kewsjiban pamegang lzin |






